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ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan variabel-variabel yang 

mempengaruhi Pajak Penghasilan Perorangan . Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif yang kemudian di formulasikan 

dalam suatu model persamaan regresi berganda. Dengan bantuan Program SPSS yang 

menggunakan data time series dari tahun 1996-2005 diketahui bahwa Jumlah 

Penduduk, Jumlah Pemegang NPWP dan Pendapatan Perkapita secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Perorangan secara signifikan 

dengan R2 = 0,931. Berdasarkan uji statistik (T-test) diketahui bahwa Jumlah 

Pemegang NPWP berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan Perorangan sedangkan pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan 

Perkapita tidak signifikan.

xm



BABI

PENDAHULUAN

X. 1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan otonomi daerah yang dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 1999

tentang pemerintahan daerah telah mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2001. 

Sejak saat itu wacana otonomi daerah muncul dengan berbagai fenomena baru yang 

perlu pula memperoleh solusi baru, sejalan dengan perkembangan politik dalam era 

reformasi. Hal tersebut sekaligus pelaksanaan terhadap UUD 1945 yang didalamnya 

disebutkan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah

memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah

(Sabrinawaty; 2004 :1).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah seperti yang diatur dalam Undang-

undang No. 32 tahun 2004 yang merupakan revisi Undang-undang No. 22 tahun

1999 tentang pemerintahan daerah, bahwa pemberian otonomi kepada daerah

kabupaten/kota didasarkan atas dasar azas desentralisasi tersebut, maka segala bidang 

pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi pada 

dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota 

sepenuhnya, baik menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, pengendalian dan evaluasi (Sabrinawaty; 2004 :1).

1
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Dalam melakukan kegiatannya, pemerintah daerah memerlukan dana demi 

melaksanakan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 

2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sumber 

pembiayaan pemerintah daerah yang digunakan untuk menunjang desentralisasi 

fiskal terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan 

Lain-Lain Penerimaan Yang Sah. Dana perimbangan sesuai dengan pasal 6(1) terdiri 

dari (a). Bagian daerah yang meliputi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari Sumber Daya Alam, 

(b). Dana Alokasi Umum (DAU), dan (c). Dana Alokasi Khusus

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, 

penganggaran dana perimbangan selain bertujuan untuk memberikan kepastian 

sumber pendapatan bagi APBD, juga mengurangi atau memperkecil kesenjangan 

fiskal antar daerah. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 115 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan 

Perorangan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk 

menindak lanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, maka Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 903/3172/S J Prihal 

Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: Pertama, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. 

Untuk Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PPh Perorangan Pasal 21. 

Sedangkan untuk Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), terdiri dari (a) Sektor
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Kehutanan, yang meliputi Penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan 

Penerimaan Provinsi Sumber Daya Hutan, (b) Sektor Pertambangan Umum, meliputi. 

Penerimaan Iuran Tetap (Landrent) dan. Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi 

(Royalty), (c) Sektor Perikanan, yang terdiri dari Penerimaan Pungutan Pengusahaan 

Perikanan dan Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan, (d) Sektor Pertambangan

Pertambangan Minyak Bumi danMinyak dan Gas Alam, yang terdiri dari 

Pertambangan Gas Alam. Kedua, Dana Alokasi Umum (DAU) dan ketiga , Dana

Alokasi Khusus (DAK)

Kemudian salah satu ciri kemampuan suatu daerah otonom dalam 

menyelenggarakan otonomi daerah ditentukan oleh kemampuan dibidang keuangan 

daerah. Secara faktual di daerah, angka ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat 

menunjukkan sangat kuatnya peran pemerintah pusat dalam alokasi anggaran

dibandingkan dengan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Isnanto; 2003 : 53).

Langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan

penerimaan daerah adalah melalui wewenang otonomi daerah yang dimiliki berupaya

menggali sumber-sumber keuangan sendiri melalui sumber daya yang dimiliki.

Salah satu sumber penerimaan daerah adalah Bagi Hasil Pajak yang terdiri

dari Pajak Penghasilan Perorangan Pasal 21, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, 

Pajak Pengambilan Air Permukaan Laut Dan Air Bawah tanah, Pajak Bumi Dan 

Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak

Kendaraan di Atas Air.
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Pajak Penghasilan Perorangan Pasal 21 merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan dan pembangunan 

daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertangung jawab. 

Pajak Penghasilan Perorangan Pasal 21 sebagai salah satu sumber penerimaan daerah 

dari Bagi Hasil Pajak telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

penerimaan daerah Di bawah ini dapat dilihat besarnya kontribusi Pajak Penghasilan 

Perorangan Pasal 21 terhadap total Bagi Hasil Pajak dari tahun 2001-2005.

Tabel 1.1
Kontribusi Pajak Penghasilan Perorangan terhadap Total Bagi Hasil Pajak 

Kota Palembang Tahun 2001-2005

Persentase
(%)

Pajak Penghasilan 
Perorangan Pasal 21Total Bagi Hasil PajakTahun

11.497.455.481 27,4741.854.940.581,162001

23,8763.015.909.797,01 15.039.368.2682002

75.227.068.073 21.179.264.746 28,152003

2004 82.934.333.434 23.123.285.199 27,88

2005 134.102.376.338,66 23.096.866.812 17,22
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

(%) : Persentase Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Bagi Hasil Pajak

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan penerimaan Bagi 

Hasil Pajak cukup baik. Dari tahun ke tahun dapat kita lihat bahwa Pajak Penghasilan 

Perorangan Pasal 21 memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Bagi Hasil 

Pajak, hal ini dapat dilihat dari persentase kontribusi Pajak Penghasilan Perorangan 

Pasal 21 terhadap Bagi Hasil Pajak pada tahun 2001 mencapai 27,47 persen dari total
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Bagi Hasil Pajak. Meskipun pada tahun 2005 persentase Pajak Penghasilan 

Perorangan Pasal 21 terhadap total Bagi Hasil Pajak hanya mencapai 17,22 persen. 

Hal ini disebabkan masih adanya penungakan pembayaran Pajak Penghasilan

Perorangan pasal 21 pada tahun 2005.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2003) tentang analisis potensi dan 

pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan di Indonesia periode 1990-2000 dengan 

analisa deskriptif menyatakan bahwa selama periode tersebut, sebagian besar pajak 

yang diperoleh Negara merupakan kontribusi dari Pajak Penghasilan. Dimana 

peningkatan jumlah wajib pajak merupakan prioritas utama dalam usaha peningkatan 

penerimaan Pajak Penghasilan.

Mengingat jumlah penduduk yang semakin besar dan pertumbuhan ekonomi 

yang tetap berlanjut diiringi dengan peningkatan pendapatan perkapita penduduknya, 

maka diperkirakan penerimaan pajak penghasilan perorangan yang belum tergali 

masih cukup tinggi dan sangat berpotensi.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji pengaruh 

jumlah penduduk, jumlah pemegang NPWP dan pendapatan perkapita terhadap 

penerimaan pajak penghasilan perorangan di Kota Palembang dengan mengambil 

judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan 

Perorangan di Kota Palembang.”.
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1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka perumusan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

Jumlah Penduduk, Jumlah Pemegang NPWP dan Pendapatan Perkapita terhadap

Penerimaan Pajak Penghasilan Perorangan di Kota Palembang

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka secara 

tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai 

pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Pemegang NPWP dan Pendapatan Perkapita 

terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Perorangan di Kota Palembang.

umum

1. 4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh manfaat, seperti:

1. Manfaat akademik, di mana penelitian ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan para akademisi khususnya mahasiswa fakultas ekonomi

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pajak penghasilan perorangan di

Kota Palembang.

2. Manfaat operasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi untuk keadaan yang memenuhi 

kriteria yang sama dan memberikan pemikiran baru bagi penulis lainnya.
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1.5. LANDASAN TEORI

1.5.1. Pandangan Ahli Ekonomi Terhadap Peranan Pemerintah dalam 
Perekonomian

Ahli-ahli ekonomi klasik tidak menghendaki campur tangan pemerintah aktif 

untuk mengatur kegiatan perekonomian. Dalam kondisi pengangguran maupun inflasi 

ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat agar pemerintah bersikap pasif yaitu tidak perlu 

berusaha untuk mengatasinya karena sistem pasar bebas akan mampu mengatasi 

masalah tersebut dan kesempatan keija penuh akan tercapai kembali. Tetapi dengan 

pandangan ini tidaklah berarti ahli ekonomi klasik menolak samasekali kegiatan 

pemerintah di bidang ekonomi. Sistem pasar bebas yang efisien, dalam aspek ini 

fungsi pemerintah yang pertama ialah mewujudkan infrastruktur yang diperlukan agar 

operasi perusahaan swasta (contohnya adalah administrasi pengaturan ekonomi yang 

efisien dan memberi insentif untuk mengembangkan teknologi). Fungsi penting 

lainnya adalah menyediakan jasa-jasa yang penting artinya kepada masyarakat tetapi 

tidak dapat disediakan oleh pihak swasta secara efisien atau murah. Menyediakan 

fasilitas kesehatan dan pendidikan dan menyediakan aparat untuk menjaga keamanan 

adalah contoh dari fasilitas seperti itu. Ahli-ahli ekonomi ekonomi klasik sangat tidak 

menyetujui kebijakan pemerintah yang lebih aktif dari pada yang diterangkan di atas. 

Terutama, mereka tidak menyetujui ekspansi fiskal dan moneter yang bertujuan 

mempengaruhi pembelanjaan agregat sebagai alat untuk mempengaruhi kegiatan 

ekonomi. Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan diperlukan dana untuk 

membiayai pembangunan negara yang bersumber dari tabungan swasta, sektor
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perpajakan, pinjaman luar negeri dan lain-lain. Pada umumnya penerimaan negara 

dapat dibedakan penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak dan pembiayaan 

(Sukimo; 2002:64).

Dumairy (1997) menyatakan bahwa di negara manapun selalu ada campur 

tangan pemerintah dalam perekonomian. Tidak ada pemerintah dalam percaturan 

ekonomi negerinya berperan hanya semata-mata sebagai wasit atau polisi yang hanya 

berfungsi membuat Undang-undang atau peraturan, untuk kemudian menjadi pelerai 

jika timbil masalah atau penyelamat jika terjadi kepanikan, termasuk di negara-negara

kapitalis.

Menurut Guritno (1993), peranan pemerintah dalam perekonomian modem

dapat dibedakan menjadi tiga golongan besar, yaitu :

Peranan alokasi, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber1.

daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung 

efisiensi produksi.

2. Peranan distribusi, yakni pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, 

kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.

Peranan stabilisasi, yakni pemerintah dalam memelilhara stabilitas 

perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disekuilibrium.

3.

1.5.2. Pajak Sebagai Salah Satu Penerimaan Negara

Setiap Negara membutuhkan dana, untuk menyelenggarakan pemerintahan 

salah satu sumber dana yang lebih diandalkan pemerintah Indonesia adalah pajak.
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Pajak merupakan bagian dari penerimaan pemerintah. Adapun definisi pajak adalah 

suatu pungutan yang merupakan hak prerogratif pemerintah, pungutan tersebut 

didasarkan pada undang-undang, pemungutanya dapat dipaksakan kepada subjek 

pajak di mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukan penggunaannya 

yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Siagaan ; 2005 : 7). Menurut Prof. 

Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Prabowo dalam Nasution ( 2003 : 63) menyatakan 

bahwa pajak adalah iuran masyarakat atau rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. Sedangkan menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam Prabowo 

dalam Nasution (2003 : 63) juga menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada 

negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung atau 

tidak langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran 

umum berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan 

berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan 

bagi mereka yang tidak membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, 

akan teijamin bahwa kas negara tersedia dana. Selain itu, pengenaan pajak 

berdasarkan undang-undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum

Hal ini
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bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan

besarnya pajak.

Secara garis besar jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan dua

golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung berarti

pungutan pemerintah secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar

pajak. Berarti pajak tersebut secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban

untuk membayar pajak, sedangkan pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya

boleh dipindah kepada pihak lain (Sukimo ; 2002 :135).

Menurut J.Chelliah dalam Suryana ( 2000 :107), dalam rangka meningkatkan 

pembangunan ekonomi suatu Negara pajak dapat dipergunakan untuk membatasi 

konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber-sumber dari konsumsi ke 

investasi, meningkatkan dorongan menabung dan menanam modal, mentransfer 

sumber-sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga 

memungkinkan adanya investasi pemerintah , memodifikasi pola investasi, 

mengurangi ketimpangan ekonomi, dan Untuk mobilisasi surplus ekonomi.

Ditinjau dari sisi ekonomi mikro, pajak merupakan peralihan harta dari sektor 

pemerintah tanpa ada imbalan balas jasa secara langsung. Dari sisi ekonomi makro, 

pajak merupakan penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai kepentingan 

masyarakat sehingga memberi dampak yang sangat besar bagi perekonomian 

masyarakat (Bamim ; 2002 : 111)

10

r



Gaji dan upah, sewa, bunga dan laba

Gaji dan UpahPajak Perusahaan

Rumah TanggaPemerintahPerusahaan

HPajak IndividuPengeluaran Pemerintah wcrc3 3

U §>
Konsumsi Rumah Tangga

BANKPenanam Modal

Pinjaman

Gambar 1.1. Sirkulasi Aliran Pendapatan Perekonomian Tiga Sektor
Sumber: Sukirno 2001:133

Dari gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa dalam suatu perekonomian tertutup 

ciri-ciri pokok dan aliran-aliran pendapatan dan pengeluaran adalah sebagai berikut: 

a. Pembayaran yang dilakukan oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan 

menjadi dua jenis, yaitu pembayaran yang dilakukan kepada sektor rumah tangga 

sebagai balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang digunakanya dan 

pembayaran pajak pendapatan perusahaan dan pajak-pajak lainnya kepada 

pemerintah.
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b. Pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga sekarang berasal dari dua 

sumber yaitu dari pembayaran gaji dan upah, sewa bunga dan laba oleh sektor 

perusahaan dan dari pembayaran gaji dan upah oleh sektor pemerintah.

c. Pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari sektor perusahaan dan sektor 

rumah tangga. Pendapatannya tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan 

upah pegawai-pegawai dan untuk membeli barang-barang dan jasa yang 

diproduksikan oleh sektor perusahaan.

d. Pendapatan yang diterima sektor rumah tangga akan digunakan untuk memenuhi 

tiga kebutuhan : membiayai pengeluaran konsumsi, sisimpan sebagai tabungan

dan membayar pajak pendapatan rumah tangga.

e. Dalam gambaran tersebut tetap dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga 

dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang

menanamkan modal.

f. Pengeluaran agregat telah menjadi bertambah banyak jenisnya, yaitu disamping 

pengeluaran konsumsi dan investasi, sekarang termasuk pula pengeluaran 

pemerintah (Sukimo; 2002 : 133-134)

1.5.3. Pajak Penghasilan Perorangan Pasal 21

Pajak Penghasilan Perorangan Pasal 21 berdasarkan Undang-undang No.10 

tahun 1994 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No.17 tahun 2000 

menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan Perorangan Pasal 21 adalah 

resmi

suatu pungutan

i yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima dan
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diperolehnya berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan 

apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh 

Wajib pajak Pribadi dalam negeri..

Pelaksanaan UU No.17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 

Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, selanjutnya membedakan pengertian subjek 

pajak dan objek pajak seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk 

dikenakan pajak, yang meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan

nama

atau bentuk usaha tetap.

b. Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk

menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah 

penghasilan yaitu gaji, upah, komisi, bonus, uang pensiun atau imbalan lainnya 

untuk pekerjaan yang dilakukan, honorium, hadiah undian dan penghargaan, laba 

bruto usaha, keuntungan karena penjualan, penerimaan kembali pembayaran 

pajak yang telah diperhitungkan sebagai biaya.
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Tabel 1.2
Tarif Pajak Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi 

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU Pajak penghasilan

Tarif pajakLapisan Penghasilan kena pajak
5%Sampai dengan Rp.25.000.000,00______

Di atas Rp.25.000.000,00 sampai dengan 
Rp.50.000.000,00_________________
Di atas Rp.50.000.000,00 sampai dengan
Rp. 100.000.000,00________________
Di atas Rp. 100.000.000,00 sampai dengan 
Rp.200.000-000,00

10%

15%

25%
35%Di atas Rp.200.000.000,00

Sumber : Pasal 17 Ayat 1 UU Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan Perorangan Pasal 21

Subjek pajak adalah orang yang dituju Undang-undang untuk dikenakan 

pajak. Adapun subjek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan Perorangan pasal 21

meliputi Pegawai (Pegawai tetap dan tidak tetap), yaitu setiap orang pribadi, yang 

melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik 

tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan 

negeri atau badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah . Penerima 

pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh 

imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu. Penerima honorium, yaitu 

orang pribadi yang menerima imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan 

yang dilakukannya. Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, 

upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan. Serta orang pribadi lainnya yang 

menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan 

kegiatan dari pemotong pajak.
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Objek Pajak Penghasilan Perorangan Pasal 21

Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak san dasar untuk 

ghitung pajak terhutang. Adapun penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan 

Perorangan Pasal 21 terdiri dari : (a) Penghasilan yang diterima secara teratur berupa 

gaji, uang pensiun bulanan, upah honorium, premi bulanan, uang lembur, uang 

sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan 

jabatan, tunjangan uang pensiun, tunjangan pendidikan anak, tunjangan transportasi, 

tunjangan pajak, tunjangan khusus, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar 

pemberi keijadan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun, (b) Penghasilan 

yang diterima secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari 

raya, bonus, dan penghasilan sejenisnya yang sifatnya tidak tetap, (c) Upah harian, 

upah mingguan, upah satuan, upah borongan. (d).Uang tebusan pensiun, uang 

tabungan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran sejenisnya, (e). Penerimaan dalam 

bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh

men

bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat 

final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan

khusus.

Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah No.115 Tahun 2000 Tentang 

Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah. Untuk menindak lajuti Peraturan Pemerintah tersebut, maka Menteri 

Dalam Negeri RI mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 903/3172/SJ Prihal 

Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 dapat
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diklasifikasikan sebagai berikut: Pertama, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. 

Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PPh Perorangan Pasal 21. Sedangkan 

untuk Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), terdiri dari (a). Sektor Kehutanan, yang 

meliputi Penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Penerimaan 

Provinsi Sumber Daya Hutan, (b) Sektor Pertambangan Umum, meliputi. Penerimaan 

Iuran Tetap (Landrent) dan. Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty), (c) 

Sektor Perikanan, yang terdiri dari Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan dan 

Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan, (d) Sektor Pertambangan Minyak dan Gas 

Alam, yang terdiri dari Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam. 

Kedua, Dana Alokasi Umum (DAU) dan ketiga, Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penerimaan Negara yang diperoleh melalui pajak penghasilan pasal 21 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 115 tahun 2000 dibagi menjadi 80 persen 

untuk Pemeritah Pusat dan 20 persen untuk Pemerintah daerah tempat Wajib Pajak 

terdaftar, yang kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 

6/KMK.04/2001 tanggal 9 Januari 2001 yang kemudian diubah dengan keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.03/2002, di mana bagian penerimaan 

Pemerintah Daerah dibagi lagi dengan hubungan 40 persen untuk Daerah Propinsi 

dan 60 persen untuk Daerah Kabupaten/Kota.

Upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan 

pendapatan daerah melalui optimalisasi, intensifikasi, pemungutan pajak daerah dan 

retribusi daerah antara lain dapat dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:
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(a).Memperluas basis penerimaan, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperluas 

basis penerimaan yang dapat dipugut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi 

dianggap patemal, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran pajak baru, 

potensial dan jumlah menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan, (b) 

Memperkuat proses pemungutan, antara lain mempercepat penyusunan perda, 

mengubah tarif, khususnya tariff retribusi dan peningkatan SDM. (c). Meningkatkan 

pengawasan yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, memperbaiki 

proses pengawasan. Menerapkan sangsi terhadap penunggak pajak dan sangsi

terhadap pihak firkur, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang

diberikan oleh daerah, (d). Meningkatkan efisiensi andministrasi dan menekan biaya 

pemungutan, (e). Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki 

prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, 

meningkatkan efesiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan, (f) Meningkatkan 

kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan 

dengan meningkatkan koordianasi dengan instansi yang terkait di daerah.

Selanjutnya ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui 

kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih 

besar kepada daerah dimasa mendatang, untuk itu perlu adanya perubahan dalam 

sistem perpajakan Indonesia sendiri. Melalui sistem pembagian langsung

beberapa basis pemerintah pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah (Sidik dalam 

Sabrinawaty: 2002)

atau
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Insidens Pajak Penghasilan Perorangan

Tingkat Upah 
Per Jam

U,
U0
U2

O Jumlah Jam Keija Per HariH, Hp

Gambar 1.2
Insidens Pajak Penghasilan Perseorangan 

Sumber : Guritno 1993 : 289

Pada Gambar 1.2 di atas sumbu tegak menunjukkan besarnya penghasilan

sedangkan sumbu datar menunjukkan jam keija per hari. Kurva DiDi menunjukkan

jumlah tenaga keija yang diminta sedangkan kurva S S adalah kurva penawaran keija.

Keseimbangan konsumen teijadi pada perpotongan kurva penawaran SS dan kurva

permintaan DjDj, yaitu pada titik-titik E, yang menunjukkan jam keija per hari

sebanyak OHo dan tingkat upah per hari sebesar OUo yang merupakan upah netto 

(sekaligus upah bruto karena pemerintah belum mengenakan pajak). Apabila individu 

tersebut dikenakan pajak pendapatan dengan tarif proporsional, maka kurva DiDi 

akan bergeser ke bawah menjadi kurva D2D2. Sekarang kurva DiDi menunjukkan 

kurva permintaan yang dihadapi produsen dan kurva D2D2 adalah kurva permintaan
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yang dihadapi karyawan karena bagi karyawan yang penting bukanlah upah bruto, 

akan tetapi upah netto. Dengan dikenakannnya pajak atas penghasilan karyawan, 

maka tingkat upah yang ditunjukkan oleh kurva DiDi yang semula sekaligus 

menunjukkan upah netto dan upah bruto, dengan dikenakannya pajak penghasilan 

sekarang hanya menunjukkan tingkat upah bruto.

D2D2 menunjukkan tingkat upah netto yang diterima karyawan. 

Keseimbangan yang baru terjadi pada titik A dengan jumlah jam kerja yang lebih 

sedikit, yaitu sebesar OH]. Pada jam kerja sebesar OH] karyawan menerima upah 

bruto sebesar BH] per jam sedangkan upah netto per jam sebesar AHj atau sebesar 

OU2 dan AB adalah besarnya pajak penghasilan yang dikenakan pada karyawan 

tersebut. Sebelum adanya pajak penghasilan, tingkat upah yang berlaku sebesar OU]. 

Kita lihat bahwa adanya pajak menyebabkan penghasilan bruto naik dari OUo 

menjadi OUi, dan penghasilan netto justru mengalami penurunan dari OUo menjadi 

OU2. Perbedaan antara penghasilan netto dan penghasilan bruto menunjukkan bahwa 

jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar kawyawan (OU]-OU2= AB).

Pajak penghasilan yang dipungut dari karyawan sebesar AB akan tetapi tidak 

semuanya merupakan beban karyawan. Beban pajak penghasilan yang ditanggung 

karyawan hanya sebesar CA, yang berarti karyawan mampu mengeserkan beban 

pajak sebesar BC dari total pajak sebesar AB kepada pengusaha. Ini berarti pajak 

penghasilan yang dikenakan pada karyawan tidak sepenuhnya menjadi beban 

karyawan dan pengusaha yang menggunakan karyawan juga turut menanggung beban 

pajak penghasilan tersebut.
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1.5.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan 
Perorangan

Beberapa hal yang mempengaruhui penerimaan pajak penghasilan di 

Indonesia diantaranya adalah faktor pertumbuhan perekonomian, jumlah wajib pajak 

dan daya dukung pemungutan pajak (Nasution ; 2003 : 72). Menurut Todaro dalam 

Nasution (2003 : 72 ) mengemukakan bahwa potensi penerimaan pajak suatu negara 

bergantung pada tingkat pendapatan perkapita, struktur perekonomian, distribusi 

pendapatan, keadaan sosial politik dan administrasi pendapatan.

Selanjutnya menurut Yuzral dan Makhfatih dalam Nasution (2003 : 72) 

pendapatan perkapita akan memperluas basis pajak, yaitu objek dan subjek pajak 

langsung dan tidak langsung. Peningkatan pendapatan per kapita akan meningkatkan

jumlah wajib pajak perorangan maupun badan. Pertumbuhan sektor riil selama proses

pembangunan ekonomi diikuti pertumbuhan sektor moneter. Bersamaan dengan

proses industrialisasi dan peningkatan di sektor moneter disamping mencerminkan

peningkatan surplus pajak, juga mendukung kemudahan dalam pengumpulan pajak .

1.6. PENELITIAN TERDAHULU

Nasution (2003) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Potensi dan 

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia Periode 1990-2000”, 

berdasarkan penelitiannya yang menggunakan analisa deskriptif diketahui bahwa 

selama periode 1990-2000, pajak masih merupakan sumber utama 

negara, dimana sebagian besar penerimaan pajak yang diperoleh merupakan

penerimaan
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kontribusi pajak penghasilan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui pajak 

penghasilan maka prioritas utama yang harus diperhatikan adalah peningkatan jumlah 

wajib pajak.

Maulana (2002) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan di Propinsi Sumatera Selatan , 

:an—penelitiannya yang menggunakan alat analisis regresi sederhana 

(Ordinary Least Square) Hiketahui bahwa selama periode 1993-2002 elastisitas 

i^nerdmaan-PajairPenghasilan terhadap variabel jumlah pemegang NPWP besifat 

elastis (2,08>1), sehingga dapat diartikan jumlah pemegang NPWP sangat 

berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, selanjutnya elastisitas 

Penerimaan Pajak Penghasilan terhadap variabel Jumlah Perusahaan dan Undang- 

undang Pajak Penghasilan bersifat inelastis (0,91<1) dan (0,001<1), sehingga dapat 

diartikan pengaruh Jumlah Perusahaan dan Undang-undang Pajak Penghasilan tidak 

begitu besar pengaruhnya.

Saddat (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “ Faktor-faktor yang

ber<

Mempengaruhi Peningkatan Pajak Penerangan Jalan di Kota Palembang”.

Berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa variabel Jumlah Pemakaian Listrik

dan KWh Lampu Penerangan Jalan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Palembang, sedangkan variabel Pendapatan

Perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Bamim (2002) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Faktor-faktor

yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Propinsi Sumatera Selatan (Studi
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Kasus Penerimaan PKB dan BBNKB)” diketahui bahwa variabel Produk Domestik 

Bruto (PDRB), Inflasi, Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jumlah Penduduk, secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan 

BBNKB secara signifikan dengan R2 = 0.9658. Berdasarkan besaran elastisitasnya 

variabel yang berpengaruh positif dan signifikan yaitu variabel PDRB, Inflasi, 

sedangkan Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan secara statistik.

1.7. KERANGKA PIKIR

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu dari penelitian ini, secara

sederhana kerangka pikir dalam penelitian ini dijelaskan pada gambar sebagai

berikut:

Jumlah Penduduk

Penerimaan Pajak 
Penghasilan PeroranganJumlah Pemegang 

NPWP

Pendapatan Perkapita

Gambar 1.3 
Kerangka Pikir

Dimasukkannya variabel jumlah penduduk sebagai variabel yang

mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan karena variabel ini sangat erat
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hubungannya dengan peningkatan penerimaan pajak penghasilan perorangan. Di 

semakin besar jumlah penduduk maka diduga ada pengaruh positif dengan 

peningkatan penerimaan pajak penghasilan perorangan.

Jumlah pemegang NPWP turut disertakan sebagai variabel lain yang 

mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan karena dengan semakin meningkatnya

mana

jumlah pemegang NPWP akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak penghasilan

perorangan demikian pula dengan variabel pendapatan perkapita di mana peningkatan 

pendapatan perkapita akan memperluas basis pajak, yaitu objek dan subjek pajak

langsung dan tidak langsung. Peningkatan pendapatan per kapita akan meningkatkan

jumlah wajib pajak perorangan maupun badan.

1.8. HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang dan teori yang telah dikemukakan penulis 

sebelumnya maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan bahwa jumlah penduduk, 

jumlah pemegang NPWP dan pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap 

penerimaan pajak penghasilan perorangan.

I. 9. METODOLOGI PENELITIAN

I. 9.1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka tulisan ini terbatas dalam ruang lingkup 

kota Palembang. Artinya penulis hanya membahas penerimaan pajak penghasilan
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perorangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yakni jumlah penduduk, jumlah 

pemegang NPWP dan pendapatan perkapita.

I. 9.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang 

berasal dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan dan Diijen Pajak 

Propinsi Sumatera Selatan, Dispenda Kota Palembang. Data tersebut berupa data time

data yang diambil adalah data yangseries dari tahun 1996-2005, dimana

bersangkutan dengan pembatasan yang diambil oleh penulis.

I. 9.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi 

pustaka yaitu dengan mempelelajari buku-buku dan literatur untuk memperoleh teori 

ataupun konsep, kemudian juga dengan mempelajari laporan-laporan dan skripsi yang

terkait dengan masalah yang diambil oleh penulis.

1.9 4. Teknik Analisis

Dalam menganalisis masalah-masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif deskriptif

meliputi pembahasan pengaruh jumlah penduduk, jumlah pemegang NPWP dan

pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak penghasilan perorangan di kota 

Palembang. Dalam pendekatan kuantitatif deskriptif akan digunakan model-model 

dan peralatan-peralatan guna menganalisa permasalahan yang diteliti dengan bantuan 

stastistik maupun ekonometrik, yaitu dengan menggunakan metode regresi berganda.
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Penulis merumuskan hubungan fungsional faktor-faktor yang mempengaruhi 

penerimaan pajak penghasilan,yaitu :

PPh = f( Jp,NPWP, Yk), dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan

Dimana:

= Pajak Penghasilan PeroranganPPh

= Jumlah Penduduk Angkatan KeijaJp

JNPWP = Jumlah Pemegang NPWP

= Pendapatan Perkapita 

Untuk menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan regresi 

berganda dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

Yk

Y - a + bi Xi + b2X2 + b3 X3 + ei

Dimana:

= Penerimaan Pajak Penghasilan PeroranganY

= Jumlah Penduduk Angkatan KeijaX,

X2 = Jumlah pemegang NPWP

X3 = Pendapatan Perkapita

Ei = Kesalahan Penggangu yang tidak dimasukkan dalam model

= Intercep Konstan

= Parameter regresi dari variabel yang diamati 

Sementara itu pengujian hipotesis dapat dilakukan secara bersamaan atau 

secara individu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang 

digunakan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat.

a

bi,bfc b3
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Hipotesis yang hendak diuji dalam hal ini adalah :

Ho:bl=b2 = b3 = 0

Ha : paling tidak ada satu koefisien tersebut tidak sama dengan nol. 

Pengujian hipotesis ini menggunakan :

1. Uji statistik T (T-test)

Pengujian ekonometrika terhadap hipotesis secara individu dilakukan dengan 

menggunakan uji T yang bertujuan untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh

masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan

asumsi variabel bebas lainnya konstan. Jika nilai t statistik < t tabel, maka hipotesis

nol (Ho) diterima berarti antara variabel bebas dan variabel terikat tidak terpengaruh

secara nyata. Sebaliknya, jika nilai t statistik > t tabel, maka hipotesis nol (Ho)

ditolak, dengan kata lain antara variabel bebas dan variabel terikat terpengaruh secara 

nyata. Nilai t tabel diperoleh dengan terlebih dahulu menentukan derajat kebebasan 

sebesar n-k, di mana n adalah tahun pengamatan yaitu 10 tahun pengamatan dan k 

adalah banyaknya koefisien yang terdapat dalam persamaan. Dalam penelitian ini 

menggunakan tingkat kepercayaan 90 persen ( a = 10 persen ) pada uji dua arah. 

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai daerah penerimaan dan penolakan dapat 

dilihat pada gambar berikut:
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Daerah penolakanDaerah Penolakan
PenerimaanDaerah

T TabelT Tabel

Gambar 1.4 
Kurva Uji StatistikT

2. Uji Statistik F
Pengujian ekonometrika terhadap hipotesis secara bersamaan dilakukan dengan 

uji F yang bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Nilai F hitung (Fn) ini dibandingkan dengan F tabel dengan derajat

kepercayaan yang digunakan sebesar 90%. Jika nilai F hitung > F tabel maka Ha

diterima yang berarti pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat adalah

signifikan, sebaliknya jika F hitung < F tabel maka pengaruh dari variabel bebas

terhadap variabel terikat adalah tidak signifikan.

Daerah Penerimaan Daerah Penolakan

F- Tabel F-hitung

Gambar 1.5 
Kurva Uji Statistik F
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Selanjutnya digunakan pengujian model ekonometrika, yaitu :

a. Uji Multikolinieritas

Interprestasi dari persamaan regresi berganda secara implisit bergantung pada 

asumsi bahwa variabel-variabel bebas dalam persamaan tersebut tidak saling 

berkorelasi. Adanya hubungan linier antar variabel bebas menyebabkan interprestasi 

dari persamaa regresi yang tidak benar (Djalal dalam Huda (2007 : 25)). Pengujian 

gejala multikilinearitas dilakukan dengan Frinc Conjluence Anaysis atau Bunch Map 

Analysis. Gejala-gejala yang dipakai untuk menandiai adanya multikolinieritas adalah 

dengan melihat koefisien determinasi (R2), koefisien parsial (R), kesalah baku dari 

parameter-parameter regresi (Sumodiningrat dalam Septiany 2007 :30).

Secara sendiri-sendiri tidak satu pun dari gejala-gejala itu dapat dipakai 

sebagai indikator yang memuaskan mengenai adanya multikolinieritas karena :

a. Kesalahan baku yang besar karena berbagai sebab dan tidak hanya karena

hubungan-hubungan linier d i antara variabel-variabel bebas.

b. Koefisien parsial yang tinggi hanyalah suatu syarat yang cukup (Sufficient

condition ) dan bukan syarat perlu ([Innecessary Condition ) atau bukan 

kriteria yang tepat bagi adanya multikolinieritas. 

c. Koefisien determinasi (R2) mungkin saja tinggi dan mungkin tidak

berpengaruh (signifikan).

Dalam analisis ini pengujian terhadap gejala multikolinieritas dilakukan 

dengan melihat koefisien determinasi parsial (R) dari hasil regresi antar variabel 

bebas pada model penelitian dan membandingkan dengan koefisien determinasi pada

28

I



awalnya. Apabila nilai R lebih besar atau sama dengan nilai R2, maka tingkat 

multikolinieritas yang terjadi cukup tinggi sehingga membahayakan interprestasi hasil 

regresi, selanjutnya apabila nilai R lebih kecil dari R2, maka tingkat 

multikolinieritasnya cukup kecil sehingga tidak membahayakan bagi interprestasi 

bagi hasil regresi tersebut, 

b. Uji Heterokedastisitas

Pengujian gejala Heteroskedastisitas dilakukan dengan metode grafik atau 

plot antara nilai-nilai prediksi dengan residual. Menurut Smith dalam Nachrowi (2004 

: 67) variabel akan dikatakan homogen jika sebaran data hasil plot tidak berpola tapi 

mengikuti garis horizontal ( horizontal band ) ataupun menyebar secara acak. Hal

tersebut sejalan dengan pendapat Firdaus dalam Renny (2007 : 31) yang menyatakan

jika terjadi variasi tidak konstan seolah-olah beberapa kelompok data membentuk

pola tertentu maka dapat dikatakan bahwa data tersebut terkena gejala

heteroskedastisitas dan sebaliknya jika data tersebar baik di atas maupun di bawah 

angka 0 pada sumbu Y maka hal ini berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas

pada model.

c. Uji Autokorelasi (Uji Durbin-Watson)

Adanya autokorelasi dalam model, menyebabkan taksiran tidak efisien dan 

varian dari taksiran dalam model menjadi bias. Dalam penelitian ini dilakukan uji 

* autokorelasi atau serial korelasi dengan cara melihat nilai yang terdapat pada Durbin- 

Watson (D-W).

Adapun hasil uji Durbin Watson dibagi dalam lima ketentuan (Sumodiningrat
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dalam Septiany ; 2007 : 31 ) yaitu :

1. Bila d < dL maka tolak Ho yang berarti ada kolerasi positif.

2. Bila dL < d < dy, maka tidak dapat diambil keputusan apa-apa

3. Bila dL < d < 4 - du maka terima Ho yang artinya tidak ada autokolerasi

4. Bila 4-dL < d < dy maka tidak dapat diambil keputusan apa-apa

5. Bila 4 - dy< d < 4 - dL pengujian tidak dapat disimpulkan

I. 9. 5. Batasan Operasional Variabel

a. Pajak Penghasilan Perorangan Pasal 21 berdasarkan Undang-undang No.17 tahun 

2000 adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang

berpenghasilan yang diterima dan diperolehnya berupa gaji, upah, honorium,

tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan

pekeijaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib pajak Pribadi dalam

negeri..

b. Jumlah Penduduk yaitu total jumlah penduduk kota Palembang yang berumur 15

tahun ke atas yang bekeija (angkatan keija) pada tahun tertentu.

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi adalah nomor yang diberikan

kepada wajib pajak orang pribadi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban.

d. Pendapatan Perkapita penduduk adalah jumlah produk regional bruto penduduk 

Kota Palembang dibagi dengan jumlah penduduk Kota Palembang.
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